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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA (PHK) ANTARA KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN
(Studi Kasus Putusan No. PHI 124/G/2011/PHI.Mdn)

OLEH:

MUNAWAR HARAHAP
NPM : 11 840 0251

Pembahasan skripsi ini adalah tentang telaah berdasarkan hukum dan
perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
khususnya pada kasus pemutusan kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan
dengan menelaah kasus PHI No. 124/G/2011/PHL.Mdn. Permasalahan yang
diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara
pemutusan hubungan kerja, dan apakah ditemukan hambatan pelaksanaan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan
Industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja.

Dalam penyempurnaan penelitian ini penulis juga melakukan penelitian ke
Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan, baik itu dilakukan
dengan pengamatan secara langsung tentang tata cara kerja kantor tersebut maupun
mengadakan wawancara kepada pegawai-pegawai yang berwenang memberikan
informasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan cara penyelesaian
perselisihan lembaga industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial di
Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah dengan adanya gugatan pekerja/serikat
pekerja. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat
pekerja/buruh bekerja. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah cara penyelesaian
di luar pengadilan (out of court) seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak
menyelesaikan perselisihan  industrial. Hambatan pelaksanaan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial di
Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah perkara yang didominasi oleh perkara
pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Keadaan ini disebabkan sulitnya
pekerja sebagai pihak yang berpekara mengajukan pembuktian apabila
mengajukan sengketa ke Pengadilan Industrial di luar sengketa pemutusan
hubungan kerja.

Kata Kunci: Perselisihan, Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja.
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BAB I

PENDAHULUAN

Penyelesaian perselisihan perburuhan atau perselisihan  hubungan
industrial melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), belum dapat
memenuhi keadilan dari pihak pekerja. Hal tersebut dikarenakan P4D dan P4P
merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen tenaga dan Transmigrasi
(Depnakertrans). Depnakertrans merupakan lembaga eksekutif sehingga dengan
demikian P4D dan P4P sebagai bagian dari Depnakerstrans melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi lembaga yudikatif (peradilan).

Berdasarkan keadaan tersebut dan sesuai dengan era reformasi yang
semakin berkembang dewasa ini yang pada dasarnya menghasilkan suatu evaluasi
terhadap keberadaan P4d dan P4P dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka diterbitkanlah Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
yang pada dasarnya mengembalikan fungsi peradilan sebagai lembaga yudikatif
yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam
bidang ketenagakerjaan.

Keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 merupakan amanat dari
Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 mengatur hal-hal baru, dimana salah

satunya yang terpenting adalah dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial.
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Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Pengadilan hubungan industrial ini harus sudah terbentuk pada tanggal 14 Januari
2005.

Sebagai suatu Pengadilan khusus dalam lingkungan Pengadilan Umum
maka keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial dalam prakteknya tentunya
memiliki kendala dan juga hambatan sarana prasarana dalam memberikan
pelayanan hukum di bidang perselisihan perburuhan. Berdasarkan keadaan
tersebut pada tanggal 3 Agustus 2005 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang
No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-
undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
menjadi Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jenis-jenis perselisihan hubungan
industrial meliputi:

1. Perselisihan hak
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak
dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Contohnya; (i) dalam
Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), dan
perjanjian kerja; (ii) ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan; dan (iii)
ada ketentuan normatif tidak dilaksanakan.

2. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan
dalam perjanjian kerja, atau PP, atau PKB. Contohnya: kenaikan upah,
transpor, uang makan, premi dana lain-lain.

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang
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